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Maraknya tindak pidana yang korbannya adalah anak menjadi suatu bentuk 
perhatian pemerintah, terkhususnya pemerintah daerah yang memeliki peran 
penting. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan contoh regulasi yang dibentuk 
oleh pemerintah daerah kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan perlindungan 
anak dan mengurangi tindak pidana yang sasarannya adalah anak di kabupaten 
Tegal.   
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji Kebijakan Peraturan 
Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban 
serta untuk mengkaji penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana 
sebagai korban. Permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Kebijakan Peraturan 
Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban. 
Kedua Bagaimana penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana 
sebagai korban. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. 
Hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam penelitiannya ialah yang 
pertama, kebijakan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, isinya tidak bertentangan dengan peraturan 
yang ada di atasnya atau dibisa dikatakan telah sesuai dengan hirarki perundang-
undangan. Dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang tentang hak dan 
kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab; penyelenggara perlindungan 
anak; peran serta masyarakat; forum partisipasi anak; gugus tugas daerah layak 
anak; larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan 
penyidikan, pidana dan penutup. Kedua, peneliti disini menemukan hasil bahwa 
implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dijalankan oleh terkhususnya SKPD 
yang ditunjuk, telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan isi Perda tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 








The rise of criminal acts whose victims are children becomes a form of 
government attention, especially local governments who have an important role. 
Tegal Regency Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning the Implementation 
of Child Protection is an example of a regulation established by the Tegal district 
government to organize child protection and reduce criminal offenses targeted at 
children in Tegal district. 
The purpose of this study is to review the Tegal Regency Government 
Regulatory Policy on child crime cases as victims as well as to examine the 
application of Tegal Regency Regulation Number 5 Year 2016 Regarding the 
Implementation of Child Protection against criminal cases as victims. Issues 
discussed are How the Tegal Regency Government Regulations Policy on child 
crime cases as victims. Second How is the implementation of Tegal Regency 
Regulation Number 5 Year 2016 Regarding the Implementation of Child 
Protection in criminal cases as victims. This research method uses normative 
research methods. 
The results of the study obtained by the author in his research are the first, 
Tegal regency policy number 5 of 2016 concerning the Implementation of Child 
Protection, the contents do not conflict with the existing regulations or can be said 
to be in accordance with the hierarchy of the legislation. The regional regulation 
regulates children's rights and obligations; obligations and responsibilities; child 
protection providers; community participation; child participation forum; regional 
decent work group for children; prohibition; guidance and supervision; 
administrative sanctions; investigative, criminal and closing provisions. Secondly, 
the researchers here found the results that the implementation of Tegal Regency 
Regulation Number 5 Year 2016 Regarding the Implementation of Child 
Protection carried out by specifically the appointed SKPD, had provided services 
in accordance with the contents of the Perda. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlidungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi1. 
Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana 
dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami 
korban. Saksi dan korban dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana 
kenyataannya kurang mendapat perhatian oleh penegak hukum maupun 
masyarakat pada umumnya. Banyak kasus kejahatan tidak terungkap justru 
disebabkan oleh saksi dan korban yang tidak mau memberikan 
kesaksiannya. Walaupun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin memberi rasa aman 
kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap 
proses pemeriksaan. 
Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-
fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. 
                                                             
1 Shinta Agustina, Menuju Undang-Undang Perlindungan Saksi yang Ideal, Padang: 





Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut 
yang tidak ada hentinya. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian 
bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga 
kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban 
sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku 
maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan2. 
Kekerasan  sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia dini, 
anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasa mulai dari 
kekerasan verbal, fisikal hingga seksual. Ada banyak kasus perkosaan, 
pelecehan dan kejahatan yang merajalela hingga masalah moral lainnya. 
Norma kesusilaan adalah salah satu norma yang berlaku di masyarakat yang 
menjadi benteng. Sekaligus pengingat setiap individu untuk tidak terjerumus 
ke dalam perbuatan tercela itu. 
Perbuatan asusila ialah segala macam bentuk perilaku yang 
berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan 
oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa 
malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi 
korban. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak 
membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan 
kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa 
orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang 
                                                             





normal. Anak sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap 
rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. 
Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai 
kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang 
disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita 
kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang 
diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Anak juga sebagai 
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksitensi bangsa dan negara pada masa depan3. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian hukum tentang “analisis  Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Korban”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus 
tindak pidana anak sebagai korban? 
                                                             
3 Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Ubhara 





2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap 
kasus tindak pidana anak sebagai korban? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Mendeskripsikan tentang pengaturan Pemerintah Kabupaten Tegal 
terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban. 
2. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap 
kasus tindak pidana anak sebagai korban. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa 
atau akademisi sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna 
mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya kasus tindak pidana 







2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak 
hukum dalam memproses, memeriksa dan mengadili pelaku  tindak 
pidana terhadap anak sebagai korrban  agar menjatuhkan pemidanaan 
yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Serta 
sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang 
berkepentingan dengan kasus tindak pidana anak sebagai korban. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan 
penelitian ini: 
1. Haryanto Dwiatmodjo4 (2018) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul 
“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi 
Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Banyumas”. Jurnal ini mengangkat permasalahan tentang bentuk 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana di 
wilayah hukum Pengadilan Banyumas pada tingkat penyidikan di 
Kepolisian dengan diberi rehabilitasi. Di tingkat Kejaksaan justru 
tidak ada bentuk perlindungan riil terhadap korban, sedang di tingkat 
Pengadilan ada 2 (dua) bentuk perlindungan, pertama berupa 
perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk 
                                                             
4 Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang 
Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Purwokerto: 





menghidari labelisasi; dan kedua dengan pemberian jaminan 
keselamatan. Realiasi pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi 
korban tindak pidana belum maksimal sebab hak korban mendapat 
rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sulit mengurus dananya karena 
ada kebingungan dari institusi penegak hukum dari mana sumber dana 
yang harus dialokasikan. Hambatan fundamental dari pelaksanaan 
perlindungan anak sebagai korban adalah tidak tersedianya biaya 
untuk memaksimalkan pelaksaan perlindungan. 
2. Ario Ponco Wiguno5 (2013) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
dengan judul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban 
Tindak Pidana Kesusilaan”. Jurnal ini mengangkat permasalahan 
tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
kesusilaan terhadap anak dapat dilihat dari faktor ekonomi, 
lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Perhatian 
hukum terhadap korban tindak pidana di dalam sistem peradilan 
pidana belum belum mendapatkan perhatian optimal dan kurangnya 
kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam 
penanganan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk 
mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Bagi perempuan dianjurkan 
tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta 
berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya. 
                                                             
5Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 





3. Regina Pratiwi (2017) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Tarumanegara dengan judul “Perlindungan Anak Sebagai 
Korban dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Oleh 
Pengidap Eksibisionisme”. Jurnal ini mengangkat permasalahan 
tentang salah satu hal yang patut diperhatikan adalah tentang 
gangguan preferensi seksual merupakan salah satu kasus yang sedang 
menjadi sorotan di dalam hukum pidana, contohnya adalah kasus 
pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pengidap 
eksibisionisme. Bagaimana perlindungan anak sebagai korban dalam 
tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap 
eksibisionisme (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 
865K/Pid.Sus/2013). Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan 
menggunakan metode penelitian normatif yang dibantu dengan data 
wawancara. Data penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan 
hukum terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan antara lain 
adalah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau 
bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Dalam 
kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013, perlu 
adanya peningkatan pengawasan oleh masyarakat dan aparat penegak 
hukum terhadap orang-orang yang memiliki perilaku seksual 
menyimpang seperti eksibisionisme dan melaporkan kepada pihak 





memiliki perilaku seksual menyimpang yang dapat membahayakan 
masyarakat6. 
Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian terkait dapat 
terlihat dari variabel dan objek penelitian, metode penelitian dan lokasi 
penelitian, objek penelitian yang dijadikan pengamatan penulis merupakan 
sebuah permasalahan yang dilakukan ditengah masyarakat. Menggunakan 
jenis penelitian kepustakaan “library research” penulis menggabungkan 
gagasan yang tertera pada dokumen-dokumen hukum dan didukung oleh 
data yang didapatkan dari hasil wawancara. Kemudian mengkaji aspek 
pemidanaan sesuai ketentuan yang terdapat Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 
dianalisis menggunakan data kualitatif serta diuraikan melalui kalimat 
induktif. Lokasi yang dijadikan bahan penelitian merupakan tempat yang 
sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian terkait. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan 
“library research”. Penelitian kepustakaan “library research” 
merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-
bahan pustaka atau data sekunder7. Penelitian ini termasuk penelitian 
                                                             
6 Regina Pratiwi, Perlindungan Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pelecehan 
Seksual yang dilakukan Oleh Pengidap Eksibisionisme, Padang: Unand Padang, 2017, hlm. 1. 





kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data sekunder 
berupa dokumen-dokumen hukum. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan 
meninjau permasalahan hukum secara boleh atau tidak boleh menurut 
hukum yang berlaku8. Suatu pendekatan normatif mempunyai 
cakupan yang sangat luas, mengkaji ketentuan hukum yang tertulis 
dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, 
struktur dan komposisi. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang 
diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain9. 
Data primer digunakan untuk memperkaya gagasan dari para praktisi 
hukum agar penindakan terhadap tindak pidana terhadap anak 
berlandaskan hukum progresif. Sedangkan data sekunder digunakan 
sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis 
lainnya. 
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan “online” 
untuk data sekunder. penelusuran kepustakaan secara konvensional 
merupakan kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan 
data. Sedangkan penelusuran kepustakaan secara “online” merupakan 
kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan 
internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan 
dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, pembelian buku, 
jurnal, dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar). Sedangkan 
penelusuran “online” dilakukan dengan cara “searching” di internet. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian 
bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma 
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat10. Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan 
dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan analisis data 
kualitatif karena data akan disajikan secara naratif deskriptif, bukan 
dalam bentuk angka atau numerik. 
                                                             





G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab 
yang masing-masing saling berkaitan, keempat Bab tersebut sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Tinjuan Konseptual. Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang 
masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Tindak Pidana, 
Peraturan Daerah, Pemidanaan. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan tentang 
hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan 
pembahasannya, mengenai Pengaturan Pemerintah Kabupaten Tegal 
Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Korban dan Penerapan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana 
Anak Sebagai Korban. 
Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan 
serta saran dari hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai 
pembahasan atas hasil penelitian. 









A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 
1 angka 25 diberikan pengertian mengenai Peraturan Daerah yaitu 
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut 
dengan namalain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota11. 
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala 
daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi 
daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. 
Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif 
daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya 
mengatur kepentingan umum yang ada di daerah 
bersangkutan.Menurut Irawan Sujito bahwa pada hakikatnya baik 
keputusan maupun peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti 
luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, 
sebab keduanya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut 
harus mengambil keputusan. Sedangkan menurut Bagir Manan, 
                                                             






Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan 
Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan 
pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di 
bidang otonomi dan tugas pembatuan12. 
 
2. Materi Muatan Peraturan Daerah 
Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi 
kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan 
kewajibannya.Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian 
asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk 
yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat 
dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan 
serta keterbukaan.Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa 
pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian 
urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-
Undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang 
tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang 
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pertambangan, kehutanan dsb)13. Materi muatan untuk menampung 
kondisi khusus daerah, bermakna bahwa peraturan daerah sebagai 
peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang 
berisi materi muatan nilai-nilai yang teridentifikasi sebagai kondisi 
khusus daerah. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda 
bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, 
dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan 
pendelegasian dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. 
Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk 
dipahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang 
tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi 
peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan 
dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi 
muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya.Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang 
tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang 
implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya 
kepada masyarakat di daerah. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah memiliki muatan materi sebagai 
berikut: 
a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; 
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 
c. Memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
3. Landasan-landasan Pembentukan Peraturan Daerah 
Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan 
yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini 
dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:14 
a. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita 
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa 
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
 
                                                             






b. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai 
aspek.Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut 
kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. 
c. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang 
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 
hukum dan rasa keadilanmasyarakat. Landasan yuridis 
menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi 
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan 
Perundang-Undangan yang baru.Beberapa persoalan hukum itu, 
antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang 
tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih 
rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, 
peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya 
memang sama sekali belum ada. Mengingat Peraturan Daerah 
adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang 





Daerah.Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis 
tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat15. 
 
4. Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah 
dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan 
Daerah apakah sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Berikut tahapan pembuatan Peraturan Daerah:16 
a. Perencanaan 
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan 
dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah 
yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen 
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara 
terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah 
                                                             
15 Rino Andrianto, Landasan Pembentukan Peraturan Daerah, diakses pada tanggal 20 
November 2019. 







Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.Penyusunan 
Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Provinsi.Prolegda Provinsi ditetapkan untuk 
jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. 
Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan 
setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi tentang APBD Provinsi. Kriteria skala prioritas 
penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda 
didasarkan pada:17 
1) Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 
2) Rencana pembangunan daerah; 
3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 
dan 
4) Aspirasi masyarakat daerah. 
Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang 
terdiri atas: 
1) Akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Serta dalam 
keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda 
Provinsi, yang terdiri atas: 
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a) Untuk mengatasi keadaan luar biasa. 
b) Untuk mengatasi keadaan konflik. 
c) Untuk mengatasi bencana alam. 
2) Akibat kerjasama dengan pihak lain; 
Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 
atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang 
dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD 
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro 
hukum. 
b. Penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari 
DPRD Provinsi atau Gubernur.Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau 
keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi mengenai: 
1) Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Provinsi; 
2) Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau 
3) Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya sebatas 
mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan 
yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang 
diatur. 
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 





masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat. (Pasal 1 angka 11).Setiap Rancangan Peraturan 
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah 
Akademis. (Pasal  33 ayat (3)18. 
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal 
dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat 
mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, 
sedangkan yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan 
oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani  
bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan 
Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
c. Pembahasan 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD 
dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan 
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bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, 
yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan 
DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan 
Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali 
sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala 
Daerah.Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang 
dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan 
bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai tata 
cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur 
dengan Peraturan DPRD. 
d. Pengesahan atau Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama 
oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan 
DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah.Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan 
bersama. Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh 
Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan 
membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling 
lama 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerahdisetujui 





menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang sudah 
disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 
e. Pengundangan 
Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan 
dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).Peraturan 
Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam 
Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).Pengundangan 
Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-
undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat 
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam 
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 
f. Penyebarluasan 
Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah 
Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 
hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan 
dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau 
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 
kepentingan.Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh 





yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus 
menangani bidang legislasi. 
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari 
DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.Penyebarluasan 
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau 
Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.Penyebarluasan 
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama 
oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota.Naskah Peraturan Perundang-undangan yang 
disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, 
dan Berita Daerah19. 
 
5. Fungsi Peraturan Daerah 
Menurut Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan daerah memiliki beberapa 
fungsi, seperti sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua sebagai 
penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi 
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masyarakat di daerah.Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945.Yang ketiga, berfungsi sebagai alat 
pembangunan dalam meningkatkankesejahteraan daerah fungsi yang 
keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
 
6. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah 
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan 
bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan”. Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa 
pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 
Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan 
daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih 
leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan 
karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan 







7. Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah 
Asas-Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik 
adalah sebagai berikut: 
a. Asas Desentralisasi 
Asas desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan 
selalu menyangkut kekuatan, biasanya dihubungkan dengan 
pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga 
pemerintah di daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan 
pemerintah di daerah. 
Isu desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan 
inovasi, karena melalui desentralisasi akan dapat memotong 
beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka, karena adanya 
kekuasaan untuk dapat melakukan keputusan yang paling 
rendah.Dimana ada desentralisasi atau keleluasan untuk 
mengambil keputusan, maka disitu ada peluang untuk 
mengembangkan inovasi.Inovasi berkaitan dengan kreativitas 
individual.Power pada kita berguna bisa tidak, tergantung pada 
visi dan kreativitas kita.Oleh karena itu pemerintah yang 
memperoleh legitimasasi adalah pemerintah yang 
demokratis.Pemerintah yang demokratis dibangun melalui suatu 
persepsi bahwa masyarakat memiliki pemerintahan, artinya 





Beberapa keuntungan dengan menerapkan sistem desentralisasi 
adalah sebagai berikut: Mengurangi pekerjaan di pusat 
pemerintahan; 
1) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang 
membutuhkan tidakan yang cepat, sehingga daerah tidak 
perlu menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat; 
2) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena 
setiap keputusan dapat segera dilaksanakan; 
3) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan 
(diverensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang 
berguna bagikepentingan tertentu. Khususnya dengan 
desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan 
diri pada kebutuhan/keperluan khusus daerah; 
4) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom 
dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal 
yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat 
bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang tenyata 
baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, 
sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi suatu daerah 






Disamping kebaikan tersebut di atas, desentralisasi 
mengandung kelemahan sebagaimana pendapat Josef Riwu 
Kaho (1997) antara lain: 
1) Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur 
pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit 
koordinasi; 
2) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam 
kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu; 
3) Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat 
mendorong timbulnya apa yang disebut provinsialisme; 
4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, 
karena memerlukan perlindungan perundingan yang 
bertele-tele; 
Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya 
yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan 
kesederhanaan.Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004. 
Pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah 
Otonomi untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan 
demikian, wewenang pemerintah tersebut adalah wewenang 





pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi 
oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat 
daerahnya. 
b. Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta 
dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada 
pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah 
tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan 
kepada yang menugaskan urusan yang ditugaskan masih 
menjadi wewenang pemerintah atau provinsi.Pemerintah atau 
provinsi ini menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan 
menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi 
sekedar melaksanakannya, tetapi wajib untuk 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas ini. 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 
ayat (9), tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 
pusat ke daerah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah 
provinsi kepada kebupaten/kota dan/atau desa, serta dari 








Dekonsentarsi adalah pelimpahan wewenang dari 
pemerintah atau kepala wilayah atau kepada instasi vertikal 
tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi: 
1) Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang 
lebih tinggi tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi 
horizontal; 
2) Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu 
aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatanya ke 
aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih 
rendah, disebut dekonsentrasi vertical; 
3) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam 
wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah-
wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah 
kecamatan. 
Penerapan asas dekonsentarsi semacam ini disebut 
dekonsentrasi territorial.Latar belakang diadakannya sistem 
dekonsentrasi ialah tidak semua urusan pemerintah pusat dapat 
diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas 
desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas 





1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan 
terhadap kepentingan umum; 
2) Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan 
social budaya dalam sistem administrasi negara; 
3) Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan 
nasional; 
4) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan 
1. Definisi Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sesungguhnya menggantikan kata 
“strafbaar feit” yang berarti suatu pelanggaran terhadap norma. Istilah 
lain dari “strafbaar feit” dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dapat dijumpai seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan 
hukum, tindak pidana, dan sebagainya. Ahli hukum maupun sarjana 
hukum pidana di Indonesia lebih mempertahankan istilah yang 





dipahami banyak orang yang mendengarkan maupun yang 
membacanya20. 
Moeljatno merupakan salah satu contoh yang memilih untuk 
menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengungkapkan definisi 
dari tindak pidana.Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana 
merupakan suatu rangkaian perbuatan yang keberadaannya dilarang 
oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan 
pidana bagi siapasaja yang berusaha melakukan perbuatan tersebut 
dan melanggar peraturan itu21. 
Enschede memiliki sudut pandang yang berbeda dari Moeljatno, 
menurutnya perbuatan pidana adalah segala bentuk perbuatan atau 
tingkah laku manusia yang memenuhi rumusan delik atau kejahatan, 
melawan hukum dan dapat dicela.Definisi tersebut telah mencangkup 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.Definisi yang 
berbeda tersebut memberikan arti sederhana bahwa tindak pidana 
tidak terlepas dari suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
berlaku di lingkungan masyarakat22. 
 
2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana menjadi suatu pengertian mendasar dalam 
pembahasan hukum pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis, 
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Universitas Diponegoro, 1990, Cet. ke-2, hlm. 38-39. 
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merupakan suatu perbuatan yang memiliki padanan istilah serupa dan 
biasanya digunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti 
“perbuatan jahat” atau “kejahatan”. Pengertian perbuatan pidana 
sesungguhnya tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.Perbuatan 
dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi 
keseluruhan unsur-unsur tertentu. Berikut beberapa pendapat hukum 
mengenai unsur-unsur tindak pidana: 
a. D. Simons mengatakan bahwa terdapat lima unsur tindak 
pidana, diantaranya:23 
1) Perbuatan manusia; 
2) Diancam dengan hukuman atau pidana; 
3) Melawan hukum atau aturan; 
4) Dilakukan dengan sadar dan terdapat unsur kesalahan; 
5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
b. Van Hamel mengatakan bahwa terdapat empat unsur tindak 
pidana, yakni: 
1) Perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam suatu 
undang-undang; 
2) Melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan; 
4) Perbuatan yang patut dipidana. 
                                                             





c. Moeljatno merumuskan tiga unsur tindak pidana, sebagai 
berikut: 
1) Perbuatan; 
2) Memenuhi rumusan undang-undang (asas legalitas); 
3) Bersifat melawan hukum. 
Unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan di atas, dapat 
dikatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan, 
perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat unsur kesalahan, dan 
dilakukan oleh orang yang telah cakap hukum.Terdapat beberapa 
jenistindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang 
telah disebutkan. Berikut pembagian jenis-jenis tindak pidana:24 
a. Kejahatan dan Pelanggaran. Jenis yang pertama ini 
mengklasifikasikan kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup 
yang berbeda. Tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana pada buku kedua dan ketiga. 
b. Formil dan Materiil. Tindak pidana formil fokus pada suatu 
tindakan, sedangkan pada tindak pidana materiil hanya pada 
suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 
c. Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta 
Commissionis Per Omissionem Commissa. Jenis tindak pidana 
tersebut, dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut: 
                                                             





1) Delicta commissionis adalah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 
2) Delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang 
wajib dilaksanakan atau tidak melakukan perbuatan yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Delicta 
commissionis per omissionem commissa adalah suatu 
kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang  
menimbulkan akibat hukum. 
d. Konkret dan Abstrak. Tindak pidana yang bersifat konkret yaitu 
perbuatan pidana yang dapat dirumuskan secara materiil 
maupun formil. Contoh dari tindak pidana konkret seperti 
pembunuhan,pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. 
Sedangkan pada tindak pidana yang bersifat abstrak hanya dapat 
dirumuskan secara formil saja.Contoh dari tindak pidana abstrak 
adalah menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana. 
Tindak pidana abstrak hanya menitikberatkan pada suatu 
perbuatan saja. 
e. Umum, Khusus dan Politik. Jenis tindak pidana tersebut dilihat 
dari subjek atau pelaku tindak pidananya. Jenis tindak pidana 
umum, sifat perbuatannya dapat dilakukan oleh siapa saja. Jenis 
Tindak Pidana khusus justru hanya bisa dilakukan oleh orang-
orang dengan kualifikasi tertentu. Tindak pidana politik yaitu 





tertib hukum yang berlaku. Tindak pidana politik erat kaitannya 
dengan konflik kepentingan antara warga negara dengan 
pemerintah. 
f. Tindak Pidana Merugikan dan Tindak Pidana Menimbulkan 
Keadaan Bahaya. Jenis tindak pidana ini, tidak berbeda dengan 
jenis tindak pidana konkret dan abstrak. Jenis tindak pidana 
yang merugikan atau menyakiti merupakan suatu perbuatan 
dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. 
Perbuatan yang dimaksud seperti membunuh, mencuri, 
memperkosa, dan sebagainya. Jenis tindak pidana yang 
menimbulkan bahaya adalah perbuatan yang tidak merugikan 
atau menyakiti secara langsung. Perbuatan yang dimaksud 
adalah menyebarkan informasi di muka umum yang bersifat 
meresahkan masyarakat, menyebarkan ajaran sesat, dan 
sebagainya. 
g. Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Lanjutan. 
Jenis tindak pidana sebenarnya memiliki sifat yang berdiri 
sendiri. Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara terus 
menerus maka akan bersifat tindak pidana lanjutan. Jenis tindak 
pidana tersebut sebenarnya hanya persoalan dalam penjatuhan 
pidananya saja. 
h. Tindak Pidana Persiapan, Percobaan, Selesai dan Berlanjut. Jan 





memiliki persamaan dengan jenis tindak pidana abstrak. Tindak 
pidana persiapan hanya menimbulkan bahaya namun tidak 
memenuhi unsur tindak pidana percobaan. Contoh dari tindak 
pidana percobaan adalah pemufakatan jahat. Tindak pidana 
percobaan merupakan suatu tindak pidana mendekati tujuan 
perbuatan tersebut namun tidak selesai karena kehendaknya 
sendiri. Tindak pidana selesai merupakan suatu tindakan yang 
telah memenuhi rumusan tindak pidana dan menimbulkan suatu 
keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 
Jenis tindak pidana berlanjut, merupakan salah satu jenis tindak 
pidana yang telah selesai dilakukan namun tindakan tersebut 
tetap dilakukan secara terus menerus atau berlanjut. 
i. Tindak Pidana Tunggal dan Gabungan. Jenis tindak pidana 
tunggal berfokuskan pada keadaan pelaku yang hanya dapat 
dipidana dengan satu jenis perbuatan yang dilarang saja. 
Perbuatan-perbuatan yang lebih dari satu dan mengandung unsur 
relevan antara satu sama lainmaka perbuatan tersebut dapat 
dipidana dengan penggabungan perbuatan-perbuatan yang 
relevan tersebut. 
j. Tindak Pidana Biasa dan Aduan. Jenis tindak pidana biasa 
menegaskan bahwa dalam melakukan proses hukum terhadap 





aduan merupakan jenis tindak pidana yang perkaranya 
membutuhkan suatu aduan. 
k. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Terkualifikasi. 
Jenis tindak pidana sederhana adalah sebagaimana yang telah 
dirumuskan pembentuk undang-undang. Tindak pidana 
terkualifikasi merupakan tindak pidana dengan pemberatan 
karena suatu keadaan tertentu. Contoh dari tindak pidana 
terkualifikasi adalah penggelapan dalam jabatan dan 
pembunuhan berencana. 
l. Tindak Pidana Kesengajaan dan Kealpaan. Kesengajaan atau 
dolus adalah suatu tindak pidana yang menghendaki adanya 
kesalahan dalam rumusan tindak pidana. Kealpaan merupakan 
suatu tindakan yang menghendaki adanya kesalahan berupa 
kealpaan dalam rumusan suatu tindak pidana. 
 
3. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai “hukum”, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai “penghukuman”25. Pemidanaan sebagai suatu 
tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal 
bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
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konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. 
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku 
kejahatan tidaklagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan 
kejahatan serupa26. 
Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam 
melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan 
sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai 
berikut:27 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 
Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019, mengenai tujuan 
pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:28 
a. Pemidanaan bertujuan: 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat; 
2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan 
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3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan 
rasa damai dalam masyarakat; 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; 
5) Memaafkan terpidana. 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia.Pemikiran mengenai tujuan dari suatu 
pemidanaan bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan 
sedikit banyak telah mendapatkan dari para-para pemikir berabad- 
abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata 
tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat 
tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan 
adanya suatu pemidanaan,yaitu:29 
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; 
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan- 
kejahatan; 
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni 
penjahat- penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak 
dapat diperbaiki lagi. 
 
                                                             
29 Arinal Nurrisyad Hanum, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, Purwokerto: Universitas Jenderal 





4. Jenis-jenis Pemidanaan 
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang 
diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:30 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda. 
b. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pengumuman putusan hakim. 
 
Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis 
pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana 
yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih 
dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan 
terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif 
(artinya dapat dijatuhkan  ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi  
kejahatan-kejahatan  sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 
250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau 
keharusan31. 
Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana 
tambahan adalah sebagai berikut: 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu 
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terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. 
(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana  pokok 
melainkan pada tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini 
adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini 
dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut 
dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP 
menjadi bersifat imperatif atau keharusan)32. 
 
5. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan 
a. Teori Absolut (Retributif) 
Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa 
pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang 
telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan 
terletak pada kejahatan itu sendiri.Pemidanaan diberikan 
karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi 
kesalahannya.Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari 
dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah 
menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai 
                                                             





imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi 
penderitaan33. 
Teori pemidanaan dalam teori absolute  merupakan 
akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 
kepada orang yang  melakukan kejahatan. Sedangkan dalam 
teori relatif, pidana sebagai sarana untuk melindungi 
kepentingan masyarakat.maka teori ini juga disebut teori 
perlindungan masyarakat.Pidana bukan sekedar pembalasan 
tetapi memunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, 
oleh karena itu teori ini juga disebut teori tujuan (utility 
teori)34. 
Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak 
boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat 
pidana oleh karena melakukan  kejahatan.  Tidak  dilihat 
akibat-akibat apapun  yang timbul dengan dijatuhkannya 
pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan 
dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana 
suatukejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya 
penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah 
membuat penderitaan  bagi  orang  lain. Menurut Hegel35, 
pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari 
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adanya  kejahatan.  Ciri  pokok  atau  karakteristik teori 
retributif, yaitu:36 
a. Tujuan pidana adalah semata-mata  untuk pembalasan; 
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya 
untuk kesejahteraan masyarakat; 
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk 
adanyapidana; 
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar; 
e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang 
murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik 
atau memasyarakatkan kembali sipelanggar. 
b. Teori Relatif (deterrence/utilitarian) Teori relatif 
(deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 
pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana 
mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat 
menuju kesejahteraan.Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan 
sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang 
ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman 
yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari 
hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat 
sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang 
                                                             





secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk 
mencegah (prevensi) kejahatan37. 
Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan 
mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus 
dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang 
lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. 
Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan 
tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana38. 
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan 
atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu 
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, 
tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya 
adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.Pidana dijatuhkan 
bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya 
orang jangan melakukan kejahatan.Sehingga teori ini sering juga 
disebut teori tujuan (utilitarian theory)39. Adapun ciri pokok 
atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu: 
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai 
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sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu 
kesejahteraan masyarakat; 
i. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena 
sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 
adanya pidana; 
ii. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai 
alat untuk pencegahan kejahatan; 
iii. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana 
dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur 
pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 
kesejahteraan masyarakat. 
c. Teori Gabungan (integratif)  
Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada 
asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib 
masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar 
dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan 
adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan 
kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman 





masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat40. Teori 
gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 
yaitu:41 
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
pelu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata 
tertib masyarakat; 
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
d. Teori Treatment  
Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan 
sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada 
perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses 
re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan 
kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi 
ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan 
tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, 
seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-
nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi 
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harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan 
membutuhkan sanksi yang bersifat treatment42. Treatment 
sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran 
positif.Aliran ini beralaskan paham determinasi yang 
menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas 
dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh 
watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun 
kemasyarakatannya43. Dengan demikian kejahatan merupakan 
manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh 
karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas 
perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan 
harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi 
pelaku. 
e. Teori perlindungan sosial (socialdefence) 
Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh  
terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini 
adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan 
bukan  pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum 
perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan 
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tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan antisosial, 
yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak 
hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama 
tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada 
umumnya. Maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada 
perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta 
keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat 
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau 
negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka 
pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:44 
a) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut 
menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 
b) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu 
membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang 
dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa 
yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan 
kejahatan; 
c) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan 
adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun 
masyarakat). 
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C. Tinjauan Umum Tentang Anak 
Pengertian Anak Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan 
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak 
sipil dan kebebasan45.  
Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), 
bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Anak 
sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu 
dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia 
diartikan sebagai keturunan,anak juga mengandung pengertian sebagai 
manusia yang masih kecil. Selain itu,anak pada hakekatnya seorang yang 
berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi 
                                                             





untuk menjadi dewasa46. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut 
beberapa peraturan perundang-undangan:  
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan 
anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak 
yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus 
dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang 
berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek 
hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 
menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang 
pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. 
Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan”. 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Anak yang menjadi korban tindak pidana yang 
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumjur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
 
                                                             






4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. 
Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang 
berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 
termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui kajian kepustakaan 
terkait kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Anak dapat penulis sampaikan: 
1. Peraturan daerah  Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Anak telah memuat landasan filosofis, 
yuridis dan sosiologis yang tertuang dalam konsidern Perda 
tersebut.  
Anak yang merupakan tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan. Hak Asasi Anak 
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 
Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 





kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”47. 
Konvensi Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu 
tentang Hak Anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada 
tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan 
Konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah 
pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang 
menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir 
dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah 
rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. 
Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan 
yang khusus, baik fisik maupun mental. 
Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak 
Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 
tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 
49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di 
Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensi 
seharusnya Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal 
mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam 
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Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada 
Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. 
Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan 
ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) Pasal, 
dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah 
Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada 
setiap warga negara salah satunya adalah dengan memberikan 
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari Hak 
Asasi Manusia. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam usahanya untuk 
menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak 
adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak48. Mengenai hak 
anak Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Anak tertuang dalam Pasal 1 poin 6 yang 
menjelaskan bahwa: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
                                                             





keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
;”. 
Definisi anak dalam Perda tersebut sendiri terdiri dalam Pasal 1 
ayat 5 yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
Pengaturan terkait anak pada Perda tersebut lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.  
 
2. Upaya Perlindungan atas Anak yang menjadi Korban dalam 
Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomer 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan 
lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 
pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu 
sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam 
bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan 
agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat 





menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan 
hidup, berkembang dan tumbuh. 
Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia 
masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah 
pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, 
eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-
hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga 
penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan 
perkembangan anak. Anak dalam pengertian yang umum mendapat 
perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan 
dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum  dan 
sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam 
lingkungan sosial.  
Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang 
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 
suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik 





Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya 
perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari 
janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, 
dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan 
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-
asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas 
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas 
penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Perlindungan 
anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 
1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: 
a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam 
bidang hukum keperdataan. 
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, perlindungan 
dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. 
Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan 
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 
negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 
terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra 
terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari 





hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang 
negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak49. 
Perlindungan Anak sebagaimana batasan pengertian yang 
tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat 
terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari 
berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan 
perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia 
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan 
menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. 
Bab III mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 12 Perda Kabupaten 
Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak telah menjabarkan berbagai hal mengenai perlindungan anak, 
sebagai contoh dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa ruang lingkup 
                                                             





dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi 4 cara yaitu, 
pencegahan, pengurangan resiko penanganan dan sistim informasi 
data anak. Kemudian dalam Pasal 5 yang menjabarkan secara jelas 
bagaimana pencegahan yang dimaksud dalam pasal 4, yaitu : 
1. Merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme mengenai :  
a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan 
pengembangan sistim informasi data anak; 
b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi 
korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran; dan 
c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban 
kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran 
atas:  
1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;  
2) kelangsungan layanan pendidikan; 
3) layanan sosial dan psikologis; 
4) akta kelahiran;  
5) layanan bantuan hukum. 
d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:  
1) konseling;  
2) pendidikan pengasuhan anak; 
3) mediasi keluarga; dan  





e. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan 
minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan 
anak.   
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui 
sosialisasi, edukasi dan informasi melalui media dan cara lain 
yang sesuai, mengenai:  
a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; 
dan 
b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran anak. 
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang 
meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga 
penyedia layanan.  
4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka  
meliputi: 
a. tenaga penyedia layanan kesehatan; 
b. tenaga penyedia layanan pendidikan; 
c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis; 
d. tenaga penyedia layanan pengasuhan; 
e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan  
f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan  
5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan 





kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,dan penelantaran, 
dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, 
lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang 
sesuai. 
 
3. Penanganan terhadap Anak sebagai Korban di Kabupaten Tegal  
Mengenai penanganan terhadap Anak sebagai korban di 
Kabupaten Tegal tertuang dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 
Pasal 17 menjelaskan bahwa: 
1. Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 
huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi 
diketahui keselamatan anak terancam.  
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan 
yang mengancam. 
3. SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak 
berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan 
berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
 
Pasal 18 : 
1. Penempatan anak di rumah perlindungan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan 
apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa : 
a. keselamatan anak terancam; 
b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan  
c. anak tidak dapat dipersatukan dengan 
keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat  
2. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 





dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki 
kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.  
3. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak 
mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan 
pendampingan psikososial. 
4. SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah perlindungan sementara. 
 
Pasal 19 : 
1. Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf d angka 1 meliputi : 
a. pelayanan gawat darurat; 
b. memfasilitasi pemberian visum et repertum atau visum 
psikiatcrium atas permintaan atau keterangan polisi;  
c. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai 
ketentuan medis; dan  
d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi 
korban. 
2. SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk 
penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan. 
 
Pasal 20 : 
1. Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 2, meliputi : 
a. Konseling;  
b. Terapi psikososial; 
c. Bimbingan mental dan spiritual; dan  
d. Pendampingan. 
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi 
urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan 
pemulihan sosial dan psikologis.  
 
Pasal 21 : 
1. Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf d angka 3, meliputi :  
a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum; 
b. Memfasilitasi pendampingan kepada anak korban 
kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang 





2. SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak 
berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan 
hukum. 
 
Jika melihat dari keempat Pasal tersebut disini penulis 
berpendapat bahwa Perda tersebut telah sesuai dalam menangani anak 
yang menjadi korban di daerah kabupaten Tegal. Alasan penulis 
berpendapat demikian, karena Perda ini memberikan penanganan yang 
sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 
8 dalam Undang-Undang Perlindungan anak, yang jika dijabarkan 
sebagai erikut: 
a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan; 
c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 
orang tua; 
d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh 
orang tuanya sendiri; 
e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; 
f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 





g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial 
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang 
menyandang cacat; 
h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki 
keunggulan; 
i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan; 
j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi 
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri; 
k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi 
(baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, 
kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah 
lainnya; 
l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan 
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir; 
m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 





n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 
o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang 
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau 
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 
hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh 
keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak 
memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak 
yang dirampas kebebasannya; 
p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau 
pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; 
q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap 
anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. 
Jika melihat dari pasal-pasal tersebut penulis disini juga 
berpendapat bahwa mengenai hak anak dalam Undang-Undang 
tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan 
ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi 
Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur 
mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. 
Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-
undangan Negara Republik Indonesia. Negara menjamin dan harus 
memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi: 
1. Hak hidup, ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, 





masih balam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- 
lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang 
membahayakan terhadap janin dalam kandungan. 
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-
baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara 
dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, 
diimunissasi, dibawa ke Posyandu. Selain itu secara psikis juga 
diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, 
membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal 
yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya 
bagi perkembanganya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh 
yang memanusiakan anak. 
3. Hak perlindungan, anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi 
darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari 
apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak. 
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak 
bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya 
atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan 
jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. 
Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan 
orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga 







1. Kebijakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Terhadap 
Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Korban. 
Indonesia sebagai Negara hokum, dalam pelaksanaan 
memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya haruslah 
berlandaskan pada regulasi yang telah ada. Perihal regulasi atau 
kebijakan peraturan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan 
khususnya di daerah Kabupaten Tegal telah dimuat dalam beberapa 
Peraturan Daerah. Akan tetapi sesuai dengan penelitian yang penulis 
kaji, disini penulis hanya akan mengkaji Perda terkait pemberian 
perlindungan terhadap anak sebagai korban, yaitu pada Perda 
Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.  
Anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita -cita perjuangan 
bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas 
luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara 
wajar. Oleh karena hal itu dan alasan itu maka sudah menjadi 
sepatutnya setiap daerah membentuk suatu peraturan atau regulasi 
yang tepat guna melindungi hak-hak anak, meskipun secara jelas telah 





Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tegal mempunyai 
tanggungjawab melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap 
anak, untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa penegakan hukum 
dan program nyata yang merupakan penjabaran dari peraturan 
perundang-undangan maupun intensitas tentang perlindungan anak. 
Upaya perlindungan anak sebagai korban selain dirumuskan 
dalam Perda tersebut juga dirumuskan dalam peraturan lain yang 
hierarkinya lebih tinggi dari Perda, sehingga dalam proses 
pembentukan Perda tersebut haruslah berpedoman dalam peraturan 
tersebut. Peratura-peraturan yang menjadi pedoman dalam 
pembentukan Perda tersebut dapat dilihat pada konsidern bagian 
mengingat. Akan tetapi disini penulis hanya akan memberi beberapa 
sajian dari hasil analisa penulis mengenai kebijakan Perda tersebut, 
sajian tersebut berupa bentuk perbandingan peraturan yang mengatur 
perihal anak sebagai korban. Berikut ini adalah tabel perbandingan 
antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban dan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berikut adalah tabel 

















Pasal 1 ayat 1: “Anak 
adalah seseorang yang 
belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, 




definisi anak . 
Pasal 1 ayat 5: “Anak 
adalah seseorang yang 
belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, 




Pasal 1 ayat 12: “Hak 
Anak adalah bagian 
dari hak asasi manusia 
yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan 




pemerintah daerah.”  
Tidak mencantumkan 
hak anak 
Pasal 1 ayat 6: “Hak 
anak adalah bagian 
dari hak asasi manusia 
yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan 




Pemerintah Daerah ;” 
3. 
Pasal 1 ayat 2: 
“Perlindungan Anak 
adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan 
melindungi anak dan 




optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan 
diskriminasi.” 
Pasal 1 ayat 8: 
“Perlindungan adalah 
segala upaya pemenuhan 
hak dan pemberian 
bantuan untuk 
memberikan rasa aman 
kepada Saksi dan/atau 
Korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK 
atau lembaga lainnya 
sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini.” 
Pasal 1 ayat 7: 
“Perlindungan Anak 
adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan 
melindungi anak dan 




optimal sesuai dengan 











sebagai korban dalam 
UUPA tercantum dalam 
Pasal 59A sampai 




LPSK dalam melindungi 












Mengkaji dan menganalisa ketiga regulasi tersebut penulis disini 
menyimpulkan bahwa ketiganya memiliki persamaan yang dimana 
ketiganya menjamin hak anak yang menjadi korban, meskipun dalam 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diterangkan 
secara jelas apa definisi hak anak tapi secara implisit dapat penulis 
simpulkan dari  Pasal 29A.Melalui hasil analisa dan kajian ketiga 
regulasi tersebut penulis juga semakin yakin bahwa Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan 
diatasnya atau bias dikatakan telah sesuai dengan hieraki perundang-
undangan. 
 
2. Penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Kasus Tindak 
Pidana Sebagai Korban 
Tujuan perlindungan anak dari tindakan pidana terdiri dari 





SKPD bidang Urusan Sosial di Kabupaten Tegal yang tercantum di 
dalam Pasal 18 Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaan 
tujuan tersebut, dinas melakukan kerja sama dengan beberapa instansi 
baik pemerintah maupun non pemerintah seperti dinas kesehatan, 
dinas sosial, dinas pendidikan, LSM, rumah sakit, kepolisian, 
pengacara, masyarakat serta instansi lainnya untuk bersama-sama 
dapat mencapai sasara dan tujuan yang diharapkan yakni dapat 
menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Tegal. Tujuan ini 
berupaya untuk menurunkan angka anak yang menjadi sasaran tindak 
pidana di Kabupaten Tegal. Hal ini dilakukan karena makin maraknya 
tindak pidana yang sasarannya adalah seorang anak.  
Banyak upaya yang telah dilakukan oleh PemKab Tegal dalam 
menanggulangi tindak pidana yang sasaranya anak. Dengan adanya 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah menunjukan keteguhan 
PemKab Tegal dalam  menangani hal tersebut. Sebagai contoh dalam 
Pasal 18 hingga Pasal 21 Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 
2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: 
Pasal 18 
(1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan 
apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa : a. 
keselamatan anak terancam; b. anak tidak memiliki 
keluarga/pengasuh/wali; dan c. anak tidak dapat dipersatukan 





(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan pemulihan 
dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki 
kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak. 
(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak 
mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan 
pendampingan psikososial.  
(4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah perlindungan sementara. 
Pasal 19 
(1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf d angka 1 meliputi : 
a. pelayanan gawat darurat; 
b. memfasilitasi pemberian visum et repertum atau visum 
psikiatcrium atas permintaan atau keterangan polisi; 
c. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai 
ketentuan medis; dan  
d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi 
korban. 
(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk 
penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan. 
Pasal 20 
(1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 2, meliputi :  
a. Konseling;  
b. Terapi psikososial; 
c. Bimbingan mental dan spiritual; dan  
d. Pendampingan.  
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi 
urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan 
pemulihan sosial dan psikologis. 
Pasal 21 
(1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf d angka 3, meliputi :  
a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum; 
b. Memfasilitasi pendampingan kepada anak korban 
kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan 
maupun di luar sidang pengadilan.  
(2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak 






Penulis setelah mengkaji ulang dan menganalisa contoh keempat 
Pasal tersebut menemukan, bahwa keempat pasal tersebut 
penerapannya telah sesuai. Pasal 18 menerangkan bahwa SKPD 
bidang sosial atau lebih tepatnya dinas sosial yang mana harus 
memberikan perlindungan terhadap anak dengan cara memberikan 
tempat perlindugan sementara. Dinas sosial yan memiliki peran dalam 
pasal ini dari hasil penelusuran penulis telah menerapkannya, akan 
tetapi penulis tidak dapat membuktikan secara konkrit karena pada 
saat penelitian penulis tidak ada kasus tindak pidana yang mana 
korbannya anak. Pasal 19 adalah pasal yang mana memberikan tugas 
kepada dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan 
kepada anak yang menjadi korban tindak pidana secara cuma-cuma. 
Serupa dengan dinas sosial, saat melaksanakan penelitian di dinas 
kesehatan penulis tidak mendapatkan hasil yang konkrit terkait 
pelayanan kesehatan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, 
akan tetapi hanya mendapatkan sedikit data atau arsip yang 
menunjukan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban tindak 
pidana. 
Pasal 20 sendiri serupa dengan Pasal 18, SKPD yang terkait 
adalah dinas sosial akan tetapi beda sub, dimana sub yang bekerja 
dalam pasal ini adalah sub yang miliki tugas memberi pelayanan 
sosial dan psikologis. Yang terakhir adalah Pasal 21 dimana pasal ini 





oleh karenanya SKPD yang memberi pelayanan adalah SKPD yang 
dapat memberikan layanan bantuan hokum. Dari keempat Pasal ini 
penulis berpendapat bahwa dengan adanya Perda ini, penulis yakin 
anak yang menjadi korban tindak pidana hak-haknya akan terlindungi 











1. Perlindungan anak diatur pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai perwujudan 
komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, 
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menindaklanjuti adanya 
Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pemerintah daerah 
membuat peraturan daerahnya salah satunya di Kabupaten Tegal yakni 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2016 tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah tersebut 
mengatur tentang tentang hak dan kewajiban anak; kewajiban dan 
tanggung jawab; penyelenggara perlindungan anak; peran serta 
masyarakat; forum partisipasi anak; gugus tugas daerah layak anak; 
larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan 
penyidikan, pidana dan penutup. 
2. Mengenai implementasi atau penerapan Perda Kabupaten Tegal 
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 
dari kajian lapangan yang dlakukan penulis ditemukan bahwa tiap 





pemberi layanan terhadap perlindungan telah melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan perda tersebut. 
 
B. Saran  
1. Peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan peraturan – peraturan 
di atasnya, akan tetapi lebih baik jika mencerminkan karakteristik 
daerah dalam hal ini kabupaten tegal. Perlu adanya sosialisasi lagi 
yang dilakukan pemerintah kabupaten Tegal  mengenai apa itu kota 
layak anak, sehingga masyarakat kabupaten Tegal tahu mengenai 
program atau kebijakan apa saja yang akan dicanangkan untuk 
mewujudkan kabupaten Tegal sebagai kota layak anak; pemerintah 
Kabupaten Tegal perlu melakukan sosialisasi mengenai forum anak ke 
beberapa desa lainnya agar setia desa yang ada di Kabupaten Tegal 
terdapat kelompok anak atau forum anak; dalam pemanfaatannya, 
orangtua atau keluarga dapat menggunakan lembaga konsultasi 
tentang pengasuhan dan perawatan anak yang telah disediakan oleh 
pemerintah kabupaten Tegal serta perlu adanya sosialisasi mengenai 
sekolah ramah anak kepada orang tua murid sehingga pemerintah bisa 
mewujudkan sekolah lainnya sebagai sekolah ramah anak. 
2. Penerapan di tiap tiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus 
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